MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUELIK INDONESIA

PERATURAN MENTER!I KOMUNIKASI CAN INFORMATIKA
NOMOR : 2ZGPER/M.KCMINFO/ 4 / 2009
TENTANG

KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbahg: a. bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Nzsgara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005
tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya,
Departemen Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas.

b. bahwa sesuzi pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan
Angka Kreditnya, maka dalam upaya pelaksanaan pembinaan untuk
meningkatkan kemampuan Kinerja para pejabat fungsional pranata
numas, periu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Kebijakan Teknis Fembinaan Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pranata Humas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu
inenetapkan Ksbijaksanaan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pranata Humas;

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1899 tentang Pokok-Fokok
Kepegawaian,

2. Undang — uncang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009

4 }T;emer_irl:ahl Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
\egeri Sipil;
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Menetapkan :

10

L
12.
13.

14,

186.

17

18.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tzhun 1998 tentang Rumpun Jabatan
Furigsicnal Pegawai Negeri Sipil;

reraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenzikan Pangkat
Pegawai MNegeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
~emerintah nomor 12 tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden No. 21 tahun 2008 tentang Unit
Organisasi dan tugas Eselon | Kementrian Negara RI;

Keputusan Presiden Renublik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara iNomor
PER/M0S/M. KOMINFO/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pransata
Humas dan Angka Kreditnya;

Peraturan Bersama Menteri Komunilkasi dan Informatika dan Kepzia
Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFQO/8/2006 dan
nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

' Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;
15.

Peraturan Menieri Komunikasi dan Informatika Nomor
03/PER/M.KCMINFO/3,2008 tentang Pedoman  Penyusunan
FormasiJabatan Fungsional Pranata Humas;

Feraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
G4/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk
ieknisPengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan
Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian dalam dan dari

Jabatan Fungsional Pranata Humas:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
05/PER/M. KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
18!PERIM.KCMINFOI5!2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas:

Pc_zraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor
25/PIM.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA TENTANG

KEBIJAKAN ~ TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
FUNGSIONAL FRANATA HUMAS. HIEVRCEAN
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Pasal 1

Kebijaksanaan teknis pelaksanaan  pembinaan  jabatan fungsiocnal
Mranata Humas dimaksudkan sebagal pedoman bagi satuan kerja ai
lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dalaim melaksanakan
pembinaan, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi Prjabat Fungsional
Pranata Hurmas pusat dan daerah.

Pasal 2
Cobijoksnimam leknin peldkaanaan pembingen Jabatan [ ungninnal
Franate Humas  sebagoimana  distor  dalam Lampiran  Peraturan it
merapakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

anahila termyata kemudian hari terdapat iikeliruan dalam peraturan ini akan
ditakukan parbaikan seperlunya,

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 April 2009

SIENTER] KOMUNIKAST DAN INFORMATHA

[

MOHAMMAD MUK

SALINAN Kepuliisan ini disampaikan kepada Yth, :

1

(4%

Loz BE-=S

Persiuran Menteri Keaninlo

Para Menteri Kahinet indonesia Oersatu B di dakarla;

[ Pioapinae Lemabaga Pemenntah Mon Departemen di Jakaula;
Para Subernur selurih Indonesia;

Fara BupatiMWalikota selurun Indonesia;

Sekretans Jenderal, Para Direklur Jenderal, Kepala Badan, dan Inspekiur Jenderal
Departemen Komunikasi dan nformatika.

L )
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LAMPIRAN

PERATURA MENTER| KOMUNIKAS! DAN
INFORMATIKA

NOMOR  Z0/PERM.KOMINFO/4'2008

TANGGAL : 13 APRII 2009

KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

TUJUAN

Tujuan ditetapkannya kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Pranata Humas sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Departemen
Komunikasi dan informatika dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan

monitoring serta evaiuasi dengan instansi pembina pusat dan daerah.

KETENTUAN LIMUM
Depariamen Komunikasi dan Informatika adalah Instan<! Pembina Jabatan Fungsional

Franata Humas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Negara Pendayagunsan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang
Jatatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional

Pranata Humas yang beriugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan monitering

serta evaluasi dergan instansi pernbina pusat dan daerah.

Dalam pasal 22 Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A

Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan

angka Kreditnyz, diatur sebagai berikut

a. Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan dalam
melaksanalkan pembinaan pejabat fungsional pranata humas, Departemen
Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina wajib melaksanakan fasilitasi
kepada pejabat yang berkepentingan dan Pranata Humas di lingkungan instansi
pusat dan daerah:

b. Untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Fungsional Pranata Humas secara
profesional sesuai kompetensi jabatannya, Departemen Komunikasi dan Informatika
selaku instasi pembina antara lain melakukan :

1) ix{ienyusun <urikulum Diklat Fungsional/teknis bagi Pejabat Fungsional Pranata
umas
2) Melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis Pejabat Fungsional
pranata numas
8) Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas
4) Menyusun padoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas
5) ﬂelakukan pencembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata
umas
8) Melakukan fasiiitasi pembinaan jabatan Fungsional Pranata Humas
7) Melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi
€) Memfasiiitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Jabatan Fungsional
Pranata Humas
9) Mslakukan monitoring dan evaluasi jabatan Fungsional Pranata Humas.
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. KEBWAKAN TEKNIS

A. Untuk melaksanakan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ditetapkan
pembagian tugas sebagai berikut:

1. Memiasilitasi pelaksanaan jabatan
- Menyusun pedeman formasi jabatan
- Menyusun tim penilai pusal dan pelaksanaan penilaian angka kredit (IV-b, IV-c)
- Melakukan koordinasi dengan tim penilai daerzh
- Advckasi dan konsultasi
- Bimiek aspek kepegawaian mengena: tata cara penilaian dan penghitungan angka
kradit
- Monitoring dan evaluasi penilaian angka kredit
- Pengembangan sistem Informasi jabatan Pranata Humas

2. Pendidikan dan Pelatihan
- Meryusun kurikulum Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas
- Melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas
- Memfasilitasi diklat pranata humas
- Monitering dan evaiuasi pelaksanaan dikiat

3. Kelembagaan dan kapasitas Pranata Humas .
- Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pranata Humas
- Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika Pranata Humas
- Meningkatkan kapasitas profesi pranata humas (Bimtek Substansi)
- Memfasilitasi kzpasitas kelernbagaan kehumasan

4. Badan Inforrnasi Fublik
- Pembinaan operasional Pranata Humas;
- Mernfasilitasi perolehan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas;

5. Penelitian dan Pengembangan SDM
- Menyusun penetapan standar kompetensi Pranata Humas
- Pengembanyan sertifikasi profesi kehumasan bagi Pranata Humas
- Penelitian dan pengembangan profesi Pranata Humas

B. Se:{ap kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatar: Jabatan Fungsional Pranata Humas harus dikoordinasikan kepada Sekretaris
Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika cq. Biro Kepegewazian dan
Organisasi. '

Perturan Meater Kominfo S






FERSANDINGAN
KEPUTUSAN MENTER] KOMINFO NOMOR : 72 / KEP / M. KOMINFG / 3
TENTANG MESIZAKAN TEKNIS PELAKSAMAAN PEMBINAAN
JARETAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

| ¥EPUTUSAN MENTERI NO : 79 A INEO) | FERATURAN MENTERI KOMUMIKASI DAN
/KEPJ A KCMINFO | e SEMATIKA NO :  / PER/ M. KOMINFD /

12007

KETERANGAN

Menimbang : ; Menimbang :
|a. bohwa dalam pasal 2 ayat (2)!a. bahwe dalam pasal 2 ayal (2)
i Perafuran Menteri Negara | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur  Negara Pendayagunaan  Aparalur  Negara
| Nomor PER/109/M.PAN/Y1/2005' Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 fenlang
tentang Jabatan Fungsional Pranata| Jabatan Fungsional Pranala Humas dan
Humas  dan Angka Krediftnya, Angka Krediinya, Departemen
Depariemen Komunikasi dan. Kemunikasi dan Informatlike dileiapkan

Pembina Pranala Humas. Fungsional Pranata Humas.
b.bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) dan b.bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara! Badan Kepegowaian Negara Nomor
__Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan [__ 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor

- Berubah

Informatika ditetapkan sebagai Instansi | sebagai  Insiansi  Pembina  Jabatan

ayal (2) Peraluran Bersama Menteri| ayat (2) Peraturan Bersama Menteri
Komunikasi dan Informafika dan! Komunikasi dan Informaiika dan Kepala |

r



3 Hemo: 18A Tahun 2005 fentang |
Pefun;jul: Feloksznzan Jubutan |
Fungs:onu[ Pranata Humas dan Angka'
Krediinya, maka uniuk pslc.‘mnnun'
| upaya-upeya meninghaikan
] pengelahvan dan keterampiian pgml.
i  pejabal fungsional prancio humas,
| perlu menelapkan Kepuiusun Menteri |
| Komunikasi dan informalike fenfung |
Kebijaokan Teknis rembinaan |
Pelaksanaan Jabatan Fungsional | I|
! Pranaia Humas;
[c. bahwa berdasarkan perfimbangan | ¢
tersebut huruf a dan b di alas, perlu;
menefapkan  Kebijoksanaan
Pelaksanaan Pembincan
Fungsional Pranaia Humas;

Telknis |
labaion !

|
|
s Mengingat :

l.Undang-undang Neomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegowaian
sebagaimana telech diubah dengan|

1eA Tchun 2006 lenteng Petunivk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional |
Praputa Humas dan Angka Krediinyo, |

maka dolon  upaya Deiarsenach |
pembinaan e maninglkaikan |

xemampuan kinerjc  para pejabat,
fungsiona! pranata humas, perlu |
meneiapken Kepulusan Menteii |
Komunikasi den infoimaiika feniang

Kebijakan Teknis Pembinaan ‘
Pelaksanaan Jabatan Fungsional |

Pranata Humas; '
baohwa berdasarkan pertimbangan | ‘
|

tersebuf hurui @ dan b di atas, perlu
Teknis |

Jabatan 1
I

menetapkan  Kebijaksanaan
Pelaksanaan Pembinaan
Fungsional Pranaia Humas;

Mengingat :

' 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 19741
yang telah diubah dengan Undcmg—

Undang Nomor 43 Tahun 1999 fentang Berubah

r

Pokok-Pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nemor 43 Tahun 1999;
2Undong - undang Nomor 22 Tahun

2.Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Berubah
| tentang Pemerinich Daerah




;J‘Feroluran Pemerintah Nomor 7 Iuhun:
1977 feniang peraiuran gaji Pegawai |
Negeri  Sipfl  sebugzimana felah
seterapa kali divban terakhic dengen |
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun |
2002.

| 4.Peraiuian Pemerintah Nomor 16 Tahun

| 1994 ientang Jabeien Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;

i 5.Kepuiusan Presiden Nemor 87 Tahun
1999 teniong Rumpun Jabalan

| Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

i 6.Peraluran Pemerinfah Nemor 99 tchun

1 2000 lentoang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil sebaguaimana
teloh  diubah dengan Perciuran
Pemerinich nomeor 12 iahun 2002.

! 7.Peraluran Pemerintah Nemor 101 tahun

| 2000 tentang Pendidikan dan Pelat.han

|l Pegawai Negeri Sipil:

{ 8.Peraiuran Pemetrintah Nomor 9 Tahun

| 2003 ientang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhenlion Pegawai Negeri Sipil;

1999 f.é:r‘\ic_:ng "E-'-i—l—l;ﬁn_i;l\_l)ueruﬁ: ig Pemtuuc;n Pe_r;x;-.:ri_nﬁiz ‘Nomor 7 tahur |

1577 ientang peraluran goji Fegawai
Megeri  Sipil sebagoimang te!ah|
L:eberapu kali divkai: terckhir dengou
reraturan Pemerinial; tloror 8 ichun:B:—;mhuh
20079. !

4. Peraluran Femerintah Nemor 16 Tahun |
1994 tenlang Jobalan  Fungsienal|
Pegawai Megei Sipil; l

5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun |
1999 tentang  Rumoun  Jabalan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; {

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun
2000 tentang Kenaikan  Pangkat |
Pegawai Negeri Sipil sebagsimana |
telah  divbah  dengan ?eroiurani
Pemerintah nomor 12 fchun 2002. !

7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun |

2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan |

i

Pegawai Negeti Sipil; |
8. Peraluran Pemeriniah Nomor $ Tahun !
2003 tentang wewenang
Pengangkaian,  Pemindahan,  dan
Femberhentian Pegawai Negeri Sipil;

. R .



| 9.Peraturan Pemerinich Momer 54 Tahun 9. Perafuren Pemerintah Momor 54 Tchun '

2003 lentang Pervhoharn Alas Porabiran
Pemerintah Nomer 3?7 Tochun 2000

l tentang Formasi Pegawzi Neaeri Sipil:

[1€.Percturan Presiden Momeor 9 Tahun

2005 ientcng Kedudukan. Tugos.

fungsi, 3usunan Qiganisasi dan Tara

Kerja Kementerion Negara Repubiik

indonesic;

[11.Kepulusan Presiden Rl Nomor 1837/M
Tahun 2095 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu;

12 Peraturan Presiden Nomcr 23 Tahun

2006 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Pranata Hubungan
Masvarakat;

13.Peraluran Menteri MNegara
Pendayagunaan  Aparatur  Negara

Nomor PER/109/M.XCMINFQ/11/2005
‘ tentang Jabatan Fungsional Pranato
Humas dan Angka Kredifnyao;
14.Peraluran Bersama Menieti Komunikasi
dan Infermatika dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomaor
19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan nomeor
18A Tchun 200&

2003 tentang Pe:ubaban Atus Peraluran
Pemerintal: MNomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

1C.Peraturan Presidan Mamo: 2 tahun 2305
sebogaimana felah  divbeh  terakhir
dengan Peraturan Presiden Mo. 21 fahun :
2008 tenlang linit Disunisosi don fugas
Eselen | Kementrian Megcra RI !

11.Keputusan Presiden Republik Inconesia
Nomor 31/P Tahun 2007;

12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

Z0n7 ientang Tumangan Jabaian.
Fungsional Pranata Hubungan *
Masyarakat;

13.Peraiuran Menteri Negara
Pendayagunaan  Aparctur  Negara
Nomor  PER/I109/M.KCMINFO/11,2005
tentang Jabaian Fungsional Pranaic

Humas dan Angka Kreditnya;

14 Peraturan Bersama Menier Komunikasi
dan Informalika dan Kepola Badan :
Kepegcwaian Negara Nomor
19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan nomor |

Berubah

Berubch

Beruban

tenfang Petunjuk  18A Tohun 20C6 tientang Petunjuk!



Felaksanacn Jabaten _Funasionolh Felck-s-c_mczm __Jci:‘)cii_c.n‘ —Fungsionc:q

115 I;:::r:ufo Humas gon J‘.:}gkc Lrediinya; | Pranalo Bumiis dan Aagha Kreditnya;
: .“_rulumn Menteri Komunikasi | i5.Peraturar;  Menieri  Komunikas! dcmu
{ den Informatike | Informaiikn omor |
| Homer01 /P, M.KOMINFO/4/2605 | 25/F i KOMINFO/7/2008 ientany | | Tambahan
: tentang Orgunisosi dan lata Xeqjo. Organisasi dun Vals Xeija Deparie "f‘-f"‘l
| Departemen Kominikasi dan: Keraunikasi dan Infermalika.
+ Informatika.
16.Peroivrun  Menicii  Xomunikas! dan
Informatika Ncmor | Tombahen
03/PER/M.KOMINFC/3/2008tentang
Pedoman Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsiencal Pranaia Humas;
17.Peraturan  Menteri Komunikasi dan
Informatika _ Nomor | yambahan
04/PER/M.KOQMINFO '3/2008 ientang
Petunjuk

teknisPengangkatan, Kenaikan |
Jubetan/Pangkat. Pembebasan |
Sementara, Pengcngkaian I\omboh'
dan pemberhentian dalam dan dari |
Jabatan Fungsional Pranata Humas: E

| 18.Peraturan Menleri Komunikasi dan
Informatika Nomuor | Tambahan

| 05/PER/M.KOMINFO/3/2008  fentang|



f Tata Keqa dan tele Cara f’t‘.""!ﬂc‘llﬂ"lT
] Angre  Kredit  Jaobalen ungsmncxll
l
|

Prancta Humas; |
1 19 Peraiuraa  Menteri Keinunikasi dan |
. nformeiika Nom:ol | Tansahan
' 18/PER/ M. KOMINFO/5/2008 tentaeng |
| Pedoman Penyeienggaraan Pendidikan
| dan Pelaiihan Dasar Jabatan Fungsional |
| Pranaia Humas; j
|
l
| |
I

Memultuskan : Memuluskan:

Menelapkan : Menetapkan :

KEPL’TUSAN MENTERI KOMUNIKAS! DAN | PERATURAN  MENTERI  KOMUNIKASI m"lserubch
\INFORMATIKA  TENTANG  KEBLIAKAN | |NFORMATIKA TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS

[TEKNIS  PELAKSANAAN  PEMBINAAN | PELAKSANAAN =~ PEMBINAAN  JABATAN
(JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS. FUNGSIONAL PRZANATA HUMAS.

| Pasal 1 | Pusal 1

|
Kebijaksanaan teknis pe!uksgnuﬂnl Kebijaksanaan teknis pelaksancan

pembinaan jobatan fungsional Pranata | | pembinaan jabalan {ungsional Pranaia

Humas dimaksudkan sebagai pedoman | 1YMas dimaksudkan sebagai pedoman | g o0
satuan  kera di  lingkungan

bagi satuan  kerja di llngkl.tm_:;t.:m|h‘°9I o' n




| Deparlemen Komunixesi dan Informatika | Departemen Kemunikezi dan Informaliko
dalem merencanckan dan|doicm  meioksanokon  pembingcn.
meiaksanakan  pembincan  pejabot | koordinasi, dan monitoring serfa evaluasi
fungsioral Pronata Humes di Pusal dan | Pejabat Fungsionel Franaia Humes Pusai |
| Daerah | dan deerch.

|
[
i
|

Pasal 2 | s .
Kebijaksanaan teknis pelaksanaan | Kebijoksanaan teknis pelakscnaan |
i pembinaan Jabaian Fungsional Pranata | pembiraan Juboicn Fungsional Franalo

Hurnas sebagaimana diatur doloml Humas sebagaimana dialur  dalam
Lampiran Keputusain ini merupakan sotu | Lampiran Peraturan ini merupakan salu
kesaluan dan bagian fidak ferpisuhkon'kasatuan dan bagian tidak 1e_rpiscshkcn;
dari Keputusan ini. dari Peraluran ini. |

|

Pasal 2 {

‘Betubah

Pasal 3 .
Keputu ini lai be: g
tan ip AT PPk pods | Peraturan ini mulai berlaku pada fanggal |
| 9gal diiclagkan dengan ketenion ditetapkan dengan ketentuan apabila |
EPEI:)I!IU iern;/ioic kemudian hari lerdapat | fern.ynl::u kemgdicn hari  lerdapat 1 8aruboh
ekelirua ini | o E
e n dalam kepulusan ini akun'kekeliruun dolom peroluran il akan|

dilakukan perbaikan weperdunya.
o 4 dilukukan perbaikan seperiunya. ]

|
|
| |




| KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN
; PEMEINAAIN

i JABATAN FUNGSIONAL PRANATA

| HUMAS

|

«| . TUJUAN :

| Tujuan ditetapkannya kebijokan teknis
| pelaksanaan pembinaan Jabatan
| Fungsional Pranafa  Humas sebagai
: pedoman bugi pimpinan satuan kerja ¢i
! lingkungan Deparfemen Komunikasi dan
[ Informatika dalom merencanckan dan
imefnksonakun pembinaan  Jlabatan
| Fungsional Pranaia Humas

! II. KETENTUAN UMUM

Depariemen Komunikasi dan Informaiika

adalah Instansi  Pembina  Jobatan

{ Fungsional Pranafa Humas sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 2 ayat

| Peraturan Menieri _Neggara

(2)

T KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN |

PEMEINAAN ,

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA |
HUMAS =

I. TUJUAN

Yujuan ditefapkannya kebijakan teknis
peloksanaan  pembinaan Jobaian
Fungsional Pranaia Humas sebagai | R
pedoman bagi saluan kerja  di Berunah
lingkungan D=parlemen Kemunilkasi |

dan Informaiika dalem melaksanckan
pembinaan, koordingsi. dan moniioring

serla evaluasi dengan insiansi pembina |

pusal dan daerah.

Il. KETENTUAN UMUM

Komunikasi dan |
Informatika adalah Instansi Pembina
Jabatan Fungsional Pranate Humas |
sebagaimana ditelapken dalam pasal |

Deparfemen




]'P_endqyogunacn Ap;?otur
i Namaor PERJIOC/M.PAR/11 /2008 lenlang
‘Jabaien Fungsicral Pronclc Humas den |
| Angka Kreditnya. Depariemen

. Komunikasi dan Informatika melaivi lim !

| Penilai  labatan Fungsioncl  Franaia |
iHemos i lingkungan Deparemen |
Komunikasi  dan  Informatike dangal !

|membarikan penilaicn den penetapun
angka kredit Pranala Humas. Apabilg di
lingkungan Instansi Pusat dan daerah |
belum dapa! dibentuk Tim Penilai karena !
Eelum ada atau tidak ada anggotla yang |
memenuhi  syaral  univk menjadi-
anggota Tim Penilai ( pasal 14 ayat (3)) !
!1.Dalam pasal 22 Peraturan Bersama |
Menieri Komunikasi dan Informatike
dan Kepala Badcn Kepegawaian |
Negara Nomer |
19/PER/M.KXOMINFO/8/2006 dan Nomor |
18A Tahun 2006 tentang Petunjuk
Peloksanaan Jabaian Fungsional |
Pranata Humas dan Angka Kredilnya, |
diatur sebagai berikut :

Negurar

Z ayal (2) Peraturan Menteri egaic |
Tzndayaguncan  Aparafur Ncgqm:
Nomor PER/109/M.PAN/11/2005
tentang Jebatan Fungsional Pranata
Humas dan Angla Kreditnya. i
Ca2paifemen Komunikasi dan |
informalika sebagai instansi pembina
Jebaian  Fungsional Prenoia Humdas
yung berlugas melaksanakan
pembinaan, koerdinasi, dan moniioring
seria evaluasi dengan insiansi pembina
pusal dan daerah.

Dglam pasal 22 Peraiuran Bersama

Menteri Komunikasi dan informatika
don Kepala Badan Kepegawaicn
Negara Nomor |

19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor |
18A Tahun 2006 teniang Peiunjuk
Paloksanaan Jabatan Fungsional
Pranaia Humas dan angka Krediinya,
diatur sebagai berikut :




L
ﬁ'
|

. Untek menjamin adanya perscmc_mni

perseps,, pole pikir, dan tndakan!
dalam melaksonakan pembinaan |
peiabal fungsicnsl prancia Lumacs,
Departemen Komunilasi citn i
informabika selaku insiansi pembina |
wajib melaksanakan fasiliiasi kepade |
pejabatl yang berkepeniingan duni
Pranaia Humas di lingkungan in:fansii
pusal dan daerah:

. Untuk  meningkaikan kemampuan
Pranciac Humas secara profesional
sesuai kompetensi jobatan, |
Departemen Komunikasi dan |
Infermatika szloku instasi pembina!
aniara lain melakukan :

|
1)menyusun kurikulom Diklat
Fungsional/teknis  bagi Pranata |
Humas
2)melakukan penyelenggaraan
Diklat  Fungsional/ieknis pranata
humas

o

Untulc menjarin udanya
semsamaan persensi, oola pixir, dan
lindaken dalem melaksanakan
pambinaan pejchat  {ungsional
pranaia hurnas, Deperemen l

—-

Komunikeasi dan Informalika selaku | Rerubeh

instansi pembina wujib
melaksanakan fasilifasi kepada
pejabat yang Leikepentingan dan
Pranala  Humas di lingkungan
instansi pusat dan duerah;

Untuk meningkatkan kemaimpuan
Pejubal Fungsional Pranata Humas

secara profesional sesuai
kompetensi jabatannya,
Deporiemen Komunikasi dan

informalika selaku instasi pembina

antara lain melakukan : '

1) Menyusun kurikulum Diklat
Fungsional/teknis bagi Pejabat
Fungsional Pranata Humas

2) Melakukan penyelenggaraan
Diklat Fungsional/teknis Pejabai
Fungsional pranafa humas

Berubuh




.
A,

pembagian fugas sebagai berikui:

3)menyusun  standor kompetensi|
Pranata Humas |

{

4)menyusun pedoman formasi |

?ranaiu Humcs

S)mf:lckukan vengembangan sysiemi

informasi jabalan Pranata Humas |
b)meiakukan fasilitasi
jabatan

pelaksanaan

7)melckukan fasilitasi pembentukan
orgcanisasi profesi
8)memfasililasi  penyusunan
penetapan etika profesi
Humas
ymelakukan meniforing dan evaluasi
jabatan Pranata Humas.

dan
Pranata

KEBIJAKAN TEKNIS

Uniuk melaksanakan fugas
pembinraan  Jabatan  Fungsional
Pranata Humas ditetapkan

|

1k

3} Menyustn  stundar  kompetensi

Jobatan Fungsional branuta | Berukaoh
Humas '.

4) Menyusun pedoman  formasi
lubatan  Funosienst  Pranaia ! Bervban
Humas

5) Melakuian sengembongen
sisfemn informasi Jubaoian

Fungsional Prancia Humas
6} Melakukan fasiiilasi pembinaan

jabatan Fungsional Prancla
Humas |
7) Melakukan fasilifasi

pembeniukan crganisasi profesi

8) Memifasilitasi penyusunan  dan
penetapan elika profesi Jabalan
Fungsional Pranaia Humas

?) Melakukan monitering dan Berubah
evaluasi jabalan  Fungsional
Pranata Humas.

KEBIJAKAN TEKNIS

A. Untuk melaksanakan tugas pembinaan

labatan Fungsional
ditetapkan pembagian fugas sebagai
berikut:

Pranata Humas




Il
A.

3)menyusun  signdar
Prangta Humaos

Kompeiensi

4)menyusun pedoman
Prancic Bumus

formasi
Simelckukan pengembongan system
informasi joabatan Prancta Homas

é)melakuken
jabatan

fasilitasi  pelaksanaan

7)melakukan fasiliiasi pembentukan
crganisasi profesi

8)memfasiifasi penvusunan  dan
penetapan elika profesi Pranala
Humas

9)melakukan monitoring den evaluasi
jabatan Pranala Humes.

KEBIJAKAN TEKNIS

Untuk  melaksanckan  tugas
pembinaan Jabalen Fungsional |
Pranata Humas difetapkan |

pembagian tugas sebagai berikut: |

3) Menvusun  standar  kompatensi |
Jabatan  Fungsicnal  Pranala ' Berubah
Humas |

4) Menyusun pedoman  formasi |
Jeeatan sungsionel  Pianaia | Betvbah
Hunmas :

5) Meickukan pengembangan |
sistem informasi Jabatan |

Funasional Franaie Humas
&) melakukan [asilitasi pembinaan |

jobalan  Fungsional  Pranata
Humas \
7) Melakukan fasiiitasi |

pembeniukan crganisasi profesi |
8) Memia.ilitasi  penyusunan dan |
penetapan efika profesi Jabatan |
Fungsional Pranata Humas |
2) Melokukan monitoring dan Berubah
evaluasi  jobolan  Fungsional |
Pranata Humaos. 1
[ll. KEBIJAKAN TEXNIS i
A. Uniuk melaksanakan fugas pemainaan |
Jabaian Fungsional Prancle Humas
ditetapkan pembagian tugas scbagai
berilut:



13 M?n?c:‘siin_c:gi pe_laEs_rEEEﬁ pE;Eic_:'T il ’l gerubah

[PusatDikiat Pegawai — el

| - Menyusun kurilcgium Diklat |
Fungsional/isknis Pranaia Humas :

| - Melakukan penyelenggaraan Diklu}i

i Fungsionai/ieknis Piancia humas |

Menyusun pedoman jormasi

jebatian i
- Menyusup lim penilai pusat don,
| | peloksanoan  peniioian angka
L Bi e . e . gredit (IV-p, IV-c} t
'F”:dtizig?n‘\;:2::;;-0;3?;::3“9 ook - Malakukan keoidinasi dengan Him |
| HBomes i mnq'r“: penilui daerch
I~ Melakukan monitoring dan evaluasi i g.’“"’""" delts kepsUloN Z
' jebatan Pranata Humas - Bimiek aspek kepegawaian |
|- Melakukan fasifitasi  peloksanaan

jaobatan

mengenai tata cara penilaian dan
penghitungan angka kredit
] - Monitoring dan evaluasi penilaian |
|

angha kredil :

- Pengembangan sistem lnlmmosi"
|

|

|

jabatan Pranata Humas

Pusat Pengembangan Profesi Komunikasi| 5 pengidikan dan Pelaiinan

dan Infor ik
e M@nyu:?r:l a B BT - l - Menyusun kurikulum Diklat ' Serdbih
: r - . : | Beruba
! Kompetensi Pranata Humas | Fungsional/teknis Pranata Humas |
i - Melakukan penyclenggaraan |
'i Diklat Fungsional/teknis Pranata
Humas

- Memifasilitasi diklat pranaia humas l
- Monitoring dan evaluasi |




—

|
| Direkiorat

Hubungan
Femetintah Daerahn
- Melalukan  tosilitosi
jabaten
- Melskuian

peialisancan

fasilifasi
organisasi profesi

pembentuikan

|
|
|

i Direklorat

| Hubungan
| Pemerintah
I - Memfasilitasi penyusunan dan
1 penetapan elika profesi Pranala
{ Humas
[- Melakuxkan fasilitasi peloksanaan
! jabatan
iPusot data

Pengembangan  sistem  informasi

‘ jabatan Pranata Humas

Kelembagaan| 3. Kelembagaan dan kapasitas Pranala |
| Humas

1

Kelembagaan i

pelaksanaan diklal

- Memfasilitasi pembentuitan
organisasi prefesi Prancta Humas

- Memfasitcsi penyusuncn  dan | Berubah
penetapan efika Pranaia Humas

- Meningkaikan kapasitus  profesi
pranata huinas (Bimiek Substansi)
- Memfasilitasi kapasitas

kelembaguan kehumasan |

4. Badarn Informasi Publik !
- Pembinaan operasional Pranala | paribah
Humauas;
- Memfasililasi perolehan cngkcl
kredit bagi Jcbatan Fungsional
Pranata Humas;

| 5. Penelilion dan Pengembangan SDM

- Menyusun penetapan siandar,

kompelensi PFranata Humas
- Pengembangan serfifikasi  profesi Berubah
kehumasan bagi Pranata Humas |




B. Seliap  kegialan perencarncan, E
pembinaan dan pengendalian
tethadep  pelaksaraar  kagiaten
Jabaian Fungsional Prenala Humas
harus dikoordinasikan kepada |
Sekreiaris  Jjendercl  Depcriemen |
Komunikasi dan Informatika. [

|
|
IV. PENUTUP

Hal yang bersifatl teknis operasional dan
penjabaran dari masing-masing |
penugasan tersebut diatas diatur lebih |
lanjul oleh Kepala Pusat Diklat Pegawai,
Kepala Biro Kepegawagian, Kapus
Pengembangan Profesi Kemunikasi dan
Infermatika, Direktur Hubungan
Kelembagaan Pemerinlah dan Kepala
Pusal Dala dengan anggaran berasal
dari masing-masing unit kerja.

| masing-masing.

- Peneliian dan pengembangan
orofesi Pranaia Humas

B. Sefiop kegiatan

painbinzan

terhodep

Jabalan

perencenaan,
dan pengendaiion
pelaksanaan keqgioian
Fungsional Pranata Humas
harus dikouidinasikon kKrpado
Selrelaric Jenderal Denartemen
Komunikasi dan Informaiika cq.  Eiro
Kepegawaian dan Organisasi.

IV. PENLUTUP

Hal yana bersifal feknis operasional
don penjabaran dari masing-masing
penugasan fersebui diatas diatur lebih
lanjut olch Kepala Pusal Diklat Pegawal,
Kepala Bire Kepegawaian dan Crganisasi,
Kepala Pusatl Penelitian dan
Pengembangan Profesi Komunikasi dan
Informatike, Direkiur Kelembagaan
Komunikasi Pemerinfahan, Kepalo Badan
Informasi  Publik, dengan anggaran
dibebankan kepada unit/satuan kerja!

1

Berubah

——— e ———



